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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

Menimbang: a. 

Anggaraan 2021 perlu ditetapkan 

Anggaran 2021 sebagai landasan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

Mengingat 1. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. 

tentang Sistem 
(Lembaran Negara 

104, Tambahan 

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

2004 Nomor 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049); 

6. 



T. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 9. 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, 
Indonesia Nomor 5340); 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

Daerah kepada Pemerintah, 

Kepada Masyarakat 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan 

Guberr Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

Lampung; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

daerah tentang 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita 

negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

Kemampuan Keuangan Daerah serta 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tanun 

2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Lembaran Daerah Kabupaten 
Nomor 1) 

Lampung Barat Tahun 2011 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 5 Tahun 2016; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tanun 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 2012 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4); 



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tanun 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2017 Nomor 1). 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .. Tahun 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 

DaerahTahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2017 Nomor..). 

dan Belanja 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 

1.036.843.069.935,00 Terbilang: satu triliun tiga puluh enam miliar Rp. 
delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga 

puluh lima rupiah) yang bersumber dari: 

Bersumber dari : 

Pendapatan asli; 
Pendapatan transfer; dan 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

a. 

b. 

C. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 69.571.129.033,00 (terbilang : enam puluh sembilan 

milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga 

puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 11.803.787.464,00 (terbilang sebelas milyar delapan ratus tiga juta tujuh 
ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). 



(3 Retribusi daerah sebagainmana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 5.947.321.730,00 (terbilang: lima milyar sembilan ratus empat puluh 
tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) 

( Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp. 4.757.968.413, (terbilan 
empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh 

delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah). 

(5Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.062.051.426,00 (empat puluh tujuh miliar 

enam puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). 

Pasal 5 

()Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
direncanakan sebesar sebesar Rp. 11.803.787.464,00 (terbilang sebelas milyar 

delapan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam 
puuh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

C. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 
. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 90.832. 100,00 ( terbilang sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua 
ribu seratus rupiah ) 

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 1.561.380.000,00 ( terbilang satu miliar lima ratus enam puluh 
satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) 

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 2.500.000,00 ( terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah ) 

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 68.917.428,00 ( terbilang enam puluh delapan juta sembilan ratus 
tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah ) 

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 5.760.000.000,00 ( terbilang lima miliar tujuh ratus 
enam puluh juta rupiah ). 

(7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.320.157.936,00 
terbilang : empat miliar tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu 

sembilan ratus tiga puluh enam rupiah ) 

Pasal 6 

(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 5.947.321.730,00 (terbilang: lima milyar sembilan ratus empat 
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). 

yang terdiri atas: 



a. Retribusi Jasa Umum 

b. Retribusi Jasa Usaha 
C. Retribusi Perizinan Tertentu 

(2) Retribusi Jasa 
direncanakan sebesar Rp. 4.456.592.730,00 (terbilang empat miliar empat ratus 

lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh 

rupiah ). 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

(3) Retribusi Jasa Usaha 
direncanakan sebesar Rp. 1.411.729.000,00 ( terbilang satu miliar empat ratus 

sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 79.000.000,00 ( terbilang tujuh puluh sembilan juta 

rupiah ) 

Pasal 7 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.757.968.413,00 (terbilang: empat miliar 
tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat 
ratus tiga belas rupiah ). 

Pasal 8 

(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.062.051.426,00 (terbilang empat puluh 
tujuh miliar enam puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh 

enam rupiah), yang terdiri atas: 

a. Jasa Giro 

b. Pendapatan Bunga 
C. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 
d. Pendapatan Denda Pajak Daerah 

e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah 
Pendapatan dari Pengembalian f. 

g. Pendapatan BLUD 

h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir i. 

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 1.500.000.000,00 (terbilang satu miliar lima ratus juta rupiah) 

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (terbilang dua miliar rupiah ) 

(4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp. 995.000.000,00 
(terbilang : sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah ). 

(5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (terbilang lima puluh juta rupiah); 



(6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp. 151.898.500,00 ( terbilang seratus lima puluh satu 
juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) 

(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (terbilang lima juta rupiah). 

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp. 27.963.114.200,00 (terbilang dua puluh tujuh miliar sembilan 
ratus enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu dua ratus rupiah) 

(9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
direncanakan sebesar Rp. 14.344.463.726,00 ( terbilang 
tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus 
dua puluh enam rupiah ) 

empat belas miliar 

(10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.575.000,00 (terbilang lima puluh dua 

juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 

Pasal 9 

(1) Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 932.028.941.002,00 (terbilang sembilan ratus tiga puluh dua miliar 
dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan Rp. 858.522.085.000,00 ( terbilang delapan ratus lima 
puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu 
rupiah), yang terdiri atas: 

a) Dana Perimbangan 
b) Dana Insentif Daerah (DID) 

1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
direncanakan Rp. 700.532.618.000,00 ( terbilang tujuh ratus miliar lima 
ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah); 

2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

direncanakan Rp. 31.611.420.000,00 ( terbilang tiga puluh satu miliar enam 
ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesarRp. 73.506.856.002,00 ( terbilang tujuh puluh tiga miliar 
lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua rupiah). 

Pasal 10 

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.242.999.900,00 (terbilang tiga puluh lima 

miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

ribu sembilan ratus rupiah) 



Pasal 11 

(1) Anggaran 
Rp. 1.061.843.069.935,00 (terbilang satu triliun enam puluh satu miliar delapan 
ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh 

lima rupiah), yang terdiri atas: 

belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 

a. Belania operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belania transfer. 

Pasal 12 

( Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 738.255.348.137,00 ( terbilang tujuh ratus tiga puluh 
delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan 
ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah ), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai, 

b. Belanja barang dan jasa; 

Belanja bunga: 
Belanja subsidi; 
Belanja hibah; dan 
Belanja bantuan sosial. . 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 422.805.981.974,00 (terbilang empat ratus dua puluh dua miliar 
delapan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus 

tujuh puluh empat rupiah); 
(3 Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 288.422.956.891,00 (terbilang dua ratus delapan 
puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh 
enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah); 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp 0,00 (terbilang: Nol Rupiah); 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp 0,00 (terbilang: Nol Rupiah); 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 24.073.909.272,00 (terbilang dua puluh empat miliar tujuh puluh 
tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah); 

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f (7) Belanja 
direncanakan sebesar Rp. 2.952.500.000,00 (terbilarng dua miliar sembilan 
ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 13 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 422.805.981.974,00 (terbilang empat ratus 

dua puluh dua miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh satu 

ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; 

b. Belanja Tambahan Penghasilan AS; 

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; 



d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 286.700.463.864,00 (terbilang dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah); 
(3 Belanja Tambahan Penghasilan AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp. 44.620.387.300,00 ( terbilang empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus 

rupiah); 

(4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.587.768.811,00 ( terbilang tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sebelas 
rupiah); 

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 12.322.665.300,00 ( terbilang dua belas miliar tiga 
ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah); 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp. 63.816.699,- (terbilang enam puluh tiga juta 
delapan ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah); 

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Belanja Gaji dan 

Tunjangan KDH/WKDH Rp. 63.816.699,00 ( terbilang enam puluh tiga juta 
delapan ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah ); 

Pasal 14 

(1) Anggaran Belanja barang dan jas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 288.422.956.891,00 ( terbilang dua ratus 
delapan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus 
lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri 

a. Belanja Barang 
b. Belanja Jasa 

C. Belanja Pemeliharaan 

d. Belana Perjalanan Dinas 

C Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak 
Lain/Masyarakat 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 112.953.720.292,00 ( terbilang seratus dua belas miliar sembilan 
ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh 

dua rupiah); 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 117.127.426.005,00 ( terbilang seratus tujuh belas miliar seratus dua puluh 
tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima rupiah); 



(4) Belanja 
direncanakan sebesar Rp. 11.389. 155. 119,00 ( terbilang sebelas miliar tiga 
ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu seratus 

sembilan belas rupiah ); 

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

(4Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 44.370.483.875,00 ( terbilang empat puluh empat 
miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan 
ratus tujuh puluh lima rupiah); 

6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak 
Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 2582171600 ( terbilang dua miliar lima ratus delapan puluh dua 
juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah); 

Pasal 15 

)Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 
edirencanakan sebesar Rp. 24.073.909.272,00 ( terbilang dua puluh empat 
miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh 
dua rupiah ), yang terdiri atas: 

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat a. 

b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang C. 

Berbadan Hukum Indonesia 
d. Belanja Hibah Dana BOS 

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,00 (terbilang lima ratus empat 
puluh juta rupiah); 

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.446.700.000,00 ( terbilang empat 
miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah ); 

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 14.536.755.000,00 ( terbilang empat belas miliar 
lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah); 

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 3.879.200.000,00 ( terbilang tiga miliar delapan ratus 
tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ); 

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufe direncanakan sebesar Rp. 671.254.272,00 ( terbilang enam 
ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh 
puluh dua rupiah); 

Pasal 16 

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 2.952.500.000,00 ( terbilang dua miliar sembilan 
ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 



Pasal 17 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 136.651.519.995,00 ( terbilang seratus tiga puluh 
enam miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu 
sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah 

b. Belania Modal Peralatan dan Mesin 

C.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

(2) Belanja Modal Tanah 
direncanakan sebesar Rp. 974.795.000,00 terbilang sembilan ratus tujuh 
puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

(3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 25.600.205.903,00 ( terbilang dua puluh lima miliar 
enam ratus juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga rupiah ); yang terdiri 

dari 

Belanja Modal Alat Besar 
Belanja Modal Alat Angkutan 
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 
Belanja Modal Alat Pertanian 

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 
h. Belanja Modal Alat Laboratorium 

Belanja Modal Komputer 
Belanja Modal Alat Eksplorasi 

k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 

Belanja Modal Rambu-Rambu 
m. Belanja Modal Peralatan Olahraga 

a. 

b. 
C. 

d. 

e. 

f. 

(4) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 995.723.000,00 ( terbilang sembilan ratus sembilan 
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah); 

(5) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 995.723.000,00 ( terbilang sembilan ratus sembilan 
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah; 

(6) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) huruf c direncanakan sebesarRp. 318.060.000,00 ( terbilang tiga ratus 

delapan belas juta enam puluh ribu rupiah ); 

(7) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 197.746.540,00 ( terbilang seratus sembilan puluh 
tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah}; 

(8) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.727.841.630,00 ( terbilang dua 
miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu 
enam ratus tiga puluh rupiah ); 



(9) kelanjat Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud 
daulam ayat (3) huruf t direncanakan sebesar Rp. 1.896.866.426,00 (terbilang 

satiu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh 

enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); 
(10) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.981.976.2 15,00 ( terbilang tujuh 
miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam 

ribu dua ratus lima belas rupiah); 
(11) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 396.041.875,00 ( terbilang tiga ratus sembilan puluh 
enam juta empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); 

(12) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
direncanakan sebesar Rp. 8.627.110.380,00 ( terbilang delapan miliar enam 
ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah 

huruf i 

(13) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j 
direncanakan sebesar Rp. 51.450.000,00 ( terbilang lima puluh satu juta empat 
ratus lima puluh ribu rupiah 

(14) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 
(terbilang seratus dua puluh juta rupiah ); 

(15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf 1 
direncanakan sebesar Rp. 165.200.000,00 ( terbilang seratus enam puluh lima 
juta dua ratus ribu rupiah ); 

(16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf 
m direncanakan sebesar Rp. 224.049.467,00 (terbilang dua ratus �ua puluh 
empat juta empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah); 

(17) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.087.524.960,00 terbilang tiga puluh 
sembilan miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu 
sembilan ratus enam puluh rupiah ); yang terdiri dari: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung 
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 

(18) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.962.455.300,00 ( terbilang tiga puluh 
delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima 
ribu tiga ratus rupiah); 

(19) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.069.660,00 ( terbilang seratus dua puluh 
lima juta enam puluh sembilan rîbu enam ratus enam puluh rupiah ) 
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